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0201

pengembangan kapasitas ekonomi produktif 

dan kewirausahaan masyarakat desa

penguatan kapasitas masyarakat 

dalam rangka mitigasi dan penanganan 

bencana alam dan nonalam

penguatan partisipasi masyarakat dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan pembangunan desa

penyelenggaraan promosi kesehatan dan 

gerakan masyarakat hidup sehat

pengembangan seni budaya lokal

PEMBANGUNAN
DESA

PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT

dilaksanakan melalui : dilaksanakan melalui :

a

b

c

d

e

pengembangan potensi ekonomi lokal

pembangunan sarana dan prasarana desa

pemenuhan kebutuhan dasar

pemanfaatan sumber daya alam dan 

lingkungan secara berkelanjutan

a

b

c

d

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
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penurunan beban 

pengeluaran  

masyarakat miskin

penguatan 

ketahanan 

pangan nabati 

dan hewani

Pencegahan dan 

penurunan 

stunting di Desa

Perluasan akses 

layanan 

kesehata n

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

01. a

Pembangunan Desa melalui
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Pembangunan sarana dan prasarana 

pendataan Desa 

Pembangunan sarana dan prasarana dalam  

rangka  pengentasan  kemiskinan  dan 

kawasan  kumuh

Pembangunan sarana  dan prasarana  

pengembangan  listrik  alternatif  di desa bagi  

desa yang belum  dialiri  listrik

Pembangunan sarana dan prasarana  

dalam  rangka  peningkatan kualitas 

sumber daya manusia masyarakat desa

Pembangunan sarana dan prasarana  dalam  

rangka  peningkatan keterlibatan masyarakat 

secara menyeluruh dalam pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat Desa  

Pemban gunan sarana  dan prasarana  dalam  

rangka  mitigasi  dan penanganan  bencana  

alam  dan nonalam

Pembangunan sarana dan prasarana  

transportasi

Pembangunan sarana dan prasarana  

infromasi  dan komunikasi

Pembangunan Desa melalui

01. b

Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
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a. pemanfaatan  energi  terbarukan ;

b. pengelolaan  lingkungan  Desa; dan

c. pelestarian  sumber  daya  alam  Desa.

Pembangunan Desa melalui

Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan 

badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama

pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola 

oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama

pengembangan Desa wisata

01. c

01. d

Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal 

Pemanfaatan 

Sumber Daya Alam 

dan Lingkungan 

secara Berkelanjutan
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Pemberdayaan Masyarakat melalui

1 penyelenggaraan promosi kesehatan

dan gerakan masyarakat  hidup  

sehat dalam rangka pencegahan dan

penurunan stunting di Desa

2 penyelenggaraan promosi kesehatan

dan gerakan masyarakat  hidup  sehat  

dalam rangka penanggulangan penyakit

menular dan penyakit tidak menular

3 penyelenggaraan promosi kesehatan

dan gerakan masyarakat  hidup  

sehat  dalam rangka optimalisasi

pelaksanaan program jaminan

kesehatan nasional

4 penyelenggaraan promosi kesehatan

dan gerakan masyarakat  hidup  sehat  

dalam rangka pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkotika dan

prekursor narkotik a

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan 

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

02. a
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Peningkatan  kualitas  sumber  daya  

manusia  warga  masyarakat  desa

Penguatan  partisipasi  masuarakat  dalam  

rangka  perbaikan  dan konsolidasi  data 

SDGs Desa dan pendataan  

perkembangan  desa

Penguatan  partisipasi  masyarakat  

dalam  ketahanan  pangan  nabati  dan 

hewani

Penguatan  keterlibatan  masyarakat  

secara  menyeluruh  dalam  

pembangunan  dan pemberdayaan  

masyarakat  desa

Penguatan  partisipasi  masyarakat  

dalam  rangka  pengembangan  listrik  

alternatif  di desa untuk  mewujudkan  

desa berenergi  bersih  dan 

terbarukan

Pemberdayaan Masyarakat melalui

02. b

Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, 

Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Desa



www.kemendesa.go.id kemendespdtt

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

11

Pengembangan kapasitas 

ekonomi produktif dan 

kewirausahaan masyarakat 

Desa

Pendirian, pengembangan, dan 

peningkatan kapasitas 

pengelolaan BUMDesa/ 

BUMDesa bersama

Pengembangan usaha ekonomi 

produktif yang diutamakan 

dikelola oleh BUMDesa/ 

BUMDesa bersama

Dilaksanakan melalui 

peningkatan kapasitas 

seni budaya warga desa
Penguatan dan fasilitasi masyarakat desa dalam 

kesiapsiagaan mengahadapi tanggap darurat 

bencana alam dan nonalam/ kejadian luar biasa

Pemberdayaan Masyarakat melalui

02. c

02. d

02. e

Pengembangan Kapasitas Ekonomi Produktif 

dan Kewirausahaan Masyarakat Desa

Pengembangan

Seni Budaya Lokal

Penguatan Kapasitas 

Masyarakat dalam rangka 

Mitigasi dan Penanganan 

Bencana Alam dan Nonalam
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Penggunaan Dana Desa

di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk 

pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa, atau

tempat ibadah, kecuali  

Desa yang berstatus Desa Mandiri dapat 

menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau 

perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa

dengan ketentuan:

1) maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu 

anggaran

2) diputuskan melalui musyawarah Desa dan disertai 

dengan berita acara keputusan musyawarah Desa
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Reviu 

Rancangan 

APB Desa

Persiapan Penyusunan 

Rancangan RKP Desa

Musyawaran Desa ï 

RPJM Desa

Penyusunan 

Rancangan 

APB Desa

Penetapan 

Rencana Prioritas 

Penggunaan 

Dana Desa

Penyusunan Rancangan 

Prioritas dalam Penyusunan 

Rancangan RKP Desa

VProsedur Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran pembangunan Desa. 

VDokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa disusun berdasarkan hasil 

pembahasan dan penyepakatan dalam musyawarah Desa. 

VPrioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKPDesa dan APBDesa. 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Prosedur Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

01

02

03

04

05

06
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Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa 

yang didanai Dana Desa diutamakan 

dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah 

Desa atau kerja sama antar desa dan dilarang 

dikerjakan oleh penyedia barang/jasa

Program dan/atau kegiatan yang didanai 

dengan Dana Desa diutamakan dilaksanakan 

secara swakelola oleh Desa untuk mewujudkan 

kemandirian Desa

swakelola oleh Desa dilakukan dengan 

mendayagunakan sumber daya alam, 

teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber 

daya manusia di Desa

Desa dalam melaksanakan swakelola 

penggunaan Dana Desa dapat melakukan 

pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan tentang 

pengadaan barang dan jasa di Desa

Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas 

warga desa bertempat di desa setempat 

Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui   swakelola
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Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan

ketentuansebagaiberikut :

a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% dari total

biaya per kegiatanyang dilakukan

b. upah kerja paling sedikit 50% mencakup pembayaran tenaga

kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan,

penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan

pembangunan

c. jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu

tenaga kerja ahli, serta tenaga masyarakat Desa setempat

yang ditetapkan

d. besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan

batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil

kesepakatanmusyawarahDesa. Adapun nilai batas atas upah

kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaranupah dapat

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Wali kota, atau

menggunakan hasil musyawarah Desa yang mengacu pada

sasarantenaga kerjasetempat

ÅDifokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau 

pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan 

Masyarakat

PelaksanaanPadatKaryaTunaiDesa

didasarkanpada prinsip :

V Inklusif

V Partisipatif

V transparandan akuntabel

V Efektif

V swadayadan swakelola

ÅBesarananggaranupah kerjapaling sedikit 50% (lima puluh persen);

ÅPembayaranupah kerjadiberikan setiaphari

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Prioritas Penggunaan Dana Desa diutamakan menggunakan pola    Padat Karya Tunai Desa 

Pekerjadiprioritaskanbagi :

V penganggur

V setengahpenganggur

V perempuankepalakeluarga

V anggota keluargamiskin

V anggota masyarakat marginal

lainnya
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Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:

Pertanian dan Perkebunan untuk Ketahanan Pangan

1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman

pangan dan perkebunan;

2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk

penanaman sayuran dan lain-lain; dan

3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan

perkebunan

`

Perikanan

1) pemasangan atau perawatan keramba bersama;

2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan

usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa

bersama; dan

3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan

tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan

usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa

bersama

Peternakan

1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik

Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi

hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau

badan usaha milik Desa bersama; dan

3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan

usaha milik Desa bersama dan peternak dalam

pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik

Industri Pengolahan dan 

Pergudangan untuk Pangan

1) perawatan gudang milik badan

usaha milik Desa dan/atau badan

usaha milik Desa bersama;

2) perawatan alat penggilingan padi

milik badan usaha milik Desa

dan/atau badan usaha milik Desa

bersama; dan penyewaan gudang

secara murah yang sebagian

dibayar melalui dana Desa.

Wisata Desa

1) kebersihan tempat wisata yang

dikelola badan usaha milik

Desa dan/atau badan usaha

milik Desa bersama;

2) kebersihan tempat kuliner yang

dikelola badan usaha milik

Desa dan/atau badan usaha

milik Desa bersama; dan

3) membuka partisipasi warga

untuk berusaha di lokasi wisata

Perdagangan Logistik Pangan

1) pemeliharaan bangunan pasar;

2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa

bersama berperan sebagai agregator untuk membeli

komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;

3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa

bersama memberikan talangan kepada petani dan

pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan

4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa

dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi

yang menguntungkan di Desa
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Partisipasi Masyarakat

Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dengan cara :

terlibat aktif dalam setiap 

tahapan penyusunan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa

menyampaikan usulan 

program dan/atau 

kegiatan

memastikan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa 

ditetapkan dalam dokumen 

RKP Desa dan APB Desa

terlibat aktif melakukan 

sosialisasi Prioritas 

Penggunaan Dana Desa

ñPemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam 

penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desaò
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Add Text

PUBLIKASI
Prioritas Penggunaan Dana Desa dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa melalui Sistem Informasi 

Desa dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses masyarakat Desa,

yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif , dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa

Sarana publikasi dapat

dilakukan melalui :

Å baliho;

Å papan informasi Desa;

Å media elektronik;

Å media cetak;

Å media sosial;

Å website Desa;

Å selebaran (leaflet);

Å pengeras suara di ruang publik;

Å media lainnya sesuai dengan kondisi 

di Desa

Publikasi terdiri atas :

Åhasil Musyawarah Desa; dan

Ådata Desa, peta potensi dan sumber

daya pembangunan, dokumen RPJM

Desa, dokumen RKP Desa, Rincian

Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan

dokumen APB Desa

Publikasi APB Desa minimal memuat : 

Ånama kegiatan;

Ålokasi kegiatan; dan 

Åbesaran anggaran

Pemerintah Desa yang tidak

mempublikasikan Prioritas Penggunaan

Dana Desa dikenai sanksi administratif

berupa :

Åteguran lisan; atau

Åteguran tertulis.

Sanksi administratif diberikan oleh

bupati/wali kota berdasarkan laporan hasil

pengawasan BPD atau laporan pengaduan

masyarakat Desa
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Tenaga Pendamping Profesional secara berjenjang menyampaikan laporan penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi melalui unit kerja yang membidangi urusan pendampingan masyarakat Desa dan

diteruskan kepada unit kerja yang membidangi urusan Dana Desa.

Bagi Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menyampaikan laporan dalam

bentuk dokumen digital, dapat melakukan pelaporan dalam bentuk fisik dengan difasilitasi oleh

Tenaga Pendamping Profesional

Laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan dokumen-dokumen :

ÅPeraturan Desa tentang RKPDesa; dan

ÅPeraturan Desa tentang APBDesa.

Laporan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKP Desa ditetapkan

Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri

dalam bentuk dokumen digital menggunakan Sistem Informasi Desa yang disediakan oleh

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

PELAPORAN
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PEMBINAAN
01

02

03

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota

melakukan pembinaan melalui sosialisasi,

pemantauan, dan evaluasi Prioritas

Penggunaan Dana Desa sesuai dengan

kewenangannya

Pembinaan dapat dibantu oleh

Perangkat Daerah dan/atau Tenaga

Pendamping Profesional sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang -

undangan

Pembinaan  dapat dilakukan 

menggunakan sistem informasi Desa      
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BERDASARKAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DESA NO.7 TAHUN 2023
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Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan

01

Pencegahan dan Penurunan Stunting

Pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, 

seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya 

lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu 

hamil

02 Penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana 

prasarana air minum dan sanitasi aman

03
Pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi 

(KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak 

serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan 

reproduksi di Desa

04 Pengadaan peralatan kesehatan dasar , seperti  

(timbangan bayi, thermometer, dll) dan alat peraga 

kesehatan untuk Posyandu

05

06

07

08

pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah 

kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan 

kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat 

dan bergizi bagi keluarga sasaran stunting

konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran 

stunting

pemberian insentif untuk kader pembangunan 

manusia, kader posyandu, pendidik pada pendidikan 

anak usia dini, dan kader kesehatan lainnya yang 

menjadi kewenangan Desa

kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya 

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 

Musyawarah Desa

Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui :

melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar

beberapa contoh kegiatan
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Perluasan Layanan Kesehatan 

Penanggulangan Penyakit

Menular dan Tidak Menular

Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan

melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar

beberapa contoh kegiatan

Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika 

Pengembangan

Pelayanan Kesehatan
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Penguatan Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani

Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan

melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar

beberapa contoh kegiatan

pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, 

peternakan, dan/atau perikanan

1. pengadaan bibit atau benih

2. pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih

3. Penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau 

perikanan

4. pengembangan pakan ternak alternatif

5. pengembangan sentra pertanian, perkebunan, 

perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu

6. Pengolahan pupuk organic dan pengolahan hasil 

peternakan

7. Pemanfaatan lahan pertanian/ perkebunan milik 

warga dan/atau desa yang belum dikelola dengan 

baik oleh masyarakat desa

8. Pembangunan dan/atau normalisasi irigasi

9. Pembangunan, peningkatan, dan peliharaan jalan 

usaha tani

10. Pembangunan kolan ikan

11. Pembenihan ikan air tawar

12. Pembangunan kandang komunal

13. Pembangunan bendungan berskala kecil

14. Pembangunan atau perbaikan embung

15. Pengadaan kapal penangkap ikan

16. Pengadaan tambak garam

17. Mesin pakan ternak

18. Mesin penetas telur

19. Alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, 

jarring, pancing, dan perangkap)

20. Pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti 

lantai jemur gabah, jagung, dan tempat 

penjemuran ikan

21. Pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, 

perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan

22. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, 

perhutanan, peternakan dan/atau perikanan 

lainnya sesuai kewenangan desa dan 

diputuskan dalam Musyawarah Desa 

Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, 

hidroponik, atau bioponik

Pengolahan paska panen berupa pengadaan alat teknologi 

tepat guna pengolahan paska panen

Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa

1. Pembangunan lumbung pangan desa

2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung 

pangan desa seperti akses jalan, tembok penahan tanah dan jaringan air

3. Pembangunan prasaranan pemasaran produk pangan

Pengembangan usaha/unit desa badan usaha milik 

desa/bersama yang bergerak di bidang pangan nabati 

dan/atau hewan, termasuk namun tidak terbatas pada 

penguatan/penyertaan modal

Penguatan ketahanan pangan lainnnya yang sesuai dengan 

kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa
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Penurunan Beban Pengeluaran

Masyarakat Miskin

berupa:

diperuntukkan bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang

belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah,

berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu

penyandang disabilitas

Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan

melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar

beberapa contoh kegiatan

pemberian 

bantuan 

langsung 

tunai

penyediaan 

lapangan 

pekerjaan 

termasuk melalui 

Padat Karya 

Tunai Desa

bantuan 

sosial 

lainnya
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Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Pendataan Desa 
perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa 

dan pendataan perkembangan desa yang 

dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, 

antara lain :

1) pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;

2) pendataan pada tingkat rukun tetangga;

3) pendataan pada tingkat keluarga;

4) pendataan warga pekerja migran;

5) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;

6) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk 

kelembagaan adat;

7) pengadaan prasarana dan sarana teknologi  

informasi dan komunikasi untuk menunjang  

perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan 

pendataan perkembangan desa yang dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan meliputi:

Å tower untuk jaringan internet;

Å komputer;

Å smartphone; dan

Å langganan internet.

8) pembangunan sarana dan prasarana pendataan

Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan

Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan

melalui Pembangunan Sarana dan Prasana Desa

beberapa contoh kegiatan
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Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam rangka 

Pengentasan Kemiskinan dan Kawasan Kumuh

Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan

melalui Pembangunan Sarana dan Prasana Desa

beberapa contoh kegiatan

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

01
02

03

04

05
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Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan

melalui Pembangunan Sarana dan Prasana Desa

beberapa contoh kegiatan

Pembangunan sarana dan prasarana 

pengembangan listrik alternatif di Desa, 

bagi desa yang belum dialiri listrik

Pembangunan sarana dan prasarana 

transportasi melalui pengadaan, 

pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasarana transportasi

1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;

2) pembangkit listrik tenaga biodiesel;

3) pembangkit listrik tenaga matahari 

(panel surya);

4) pembangkit listrik tenaga angin;

5) kincir air;

6) instalasi biogas; 

7) jaringan distribusi tenaga listrik;

8) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi

penerangan lingkungan pemukiman; 

9) kegiatan lainnya untuk pembangunan

sarana dan prasarana pengembangan 

listrik alternatif di Desa yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan

dalam Musyawarah Desa

1) perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan 

dan kawasan daerah aliran sungai;

2) tambatan perahu;

3) dermaga apung;

4) tambat apung (buoy);

5) jalan permukiman;

6) jalan poros Desa;

7) rabat beton/ pengerasan jalan desa;

8) jembatan desa;

9) gorong-gorong; 

10) sarana prasarana transportasi lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa dan 

diputuskan dalam musyawarah Desa

Pembangunan sarana dan prasarana 

informasi dan komunikasi melalui pengadaan, 

pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana informasi dan komunikasi

1) jaringan internet untuk warga Desa;

2) website Desa;

3) peralatan pengeras suara (loudspeaker);

4) radio Single Side Band (SSB);

5) radio komunitas;

6) penyelenggaraan informasi publik Desa 

seperti pembuatan poster/baliho informasi 

penetapan/laporan pertanggung jawaban

APBDesa untuk warga; 

7) sarana prasarana informasi dan komunikasi 

lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan 

dalam musyawarah Desa

berupa: antara lain: antara lain:
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pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman 

bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk 

pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, 

termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif 

dan wahana permainan

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

sarana atau prasarana taman belajar keagamaan

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat 

atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum 

desa, cagar budaya, situs bersejarah milik desa, 

peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar 

seni/ruang ekonomi kreatif

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai 

pelatihan/kegiatan belajar masyarakat

bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia 

dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, 

taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar 

masyarakat

peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa 

lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 

diputuskan dalam Musyawarah Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan

melalui Pembangunan Sarana dan Prasana Desa

beberapa contoh kegiatan

Pembangunan Sarana dan Prasarana 

dalam rangka Peningkatan Kualitas 

Sumber Daya Manusia Masyarakat Desa
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pembangunan Desa 

dan pemberdayaan 

masyarakat Desa 

yang bersifat afirmatif

Pembangunan, 

pengembangan dan 

pemeliharaan 

fasilitas ramah 

penyandang 

disabilitas

Bantuan operasional 

penyelenggaraan 

musyawarah 

kelompok warga 

miskin, warga 

penyandang 

disabilitas, 

perempuan, dan 

anak

Pembentukan dan 

pengembangan 

forum anak Desa 

sebagai pusat 

kemasyarakatan 

dan wadah 

partisipasi bagi anak 

di Desa

Kegiatan 

peningkatan 

keterlibatan 

masyarakat secara 

menyeluruh lainnya 

sesuai dengan 

kewenangan Desa 

dan diputuskan 

dalam Musyawarah 

Desa

Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam rangka 

Peningkatan Keterlibatan Masyarakat secara Menyeluruh 

dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan

melalui Pembangunan Sarana dan Prasana Desa

beberapa contoh kegiatan

1 2 3 4 5

Pendataan penduduk 

rentan seperti anak 

dengan kebutuhan 

khusus, penyandang 

disabilitas, kepala rumah 

tangga perempuan, dan 

penduduk rentan lain

sebagai dasar 

pelaksanaan program 

atau kegiatan
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Simple PowerPoint 

Presentation 

pengadaan, pembangunan, 

pengembangan dan pemeliharaan 

sarana prasarana pencegahan 

bencana alam dan/atau kejadian luar 

biasa lainnya

- pembuatan terasering;

- pembangunan talud;

- rehabilitasi kawasan mangrove;

- penanaman bakau;

- reboisasi;

- rehabilitasi lahan gambut;

- sarana prasarana pencegahan

bencana alam dan/atau kejadian

luar biasa lainnya lainnya sesuai

dengan kewenangan Desa dan

diputuskan dalam musyawarah

Desa

pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya

- pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;

- alat pemadam api ringan di Desa;

- pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;

- pembangunan jalan evakuasi;

- penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;

- kegiatan tanggap darurat bencana alam;

- pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;

- penyediaan tempat pengungsian;

- pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;

- rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;

- pemasangan sirine peringatan dini teknologi sederhana;

- penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanan, peralatan dan perlengkapan

darurat paling lambat 1x24jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana;

- pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan,

tenda darurat, perahu karet, dan peralatan bencana lain; 

- sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai

dengan kewenangan.

Perubahan iklim atau bencana yang

diakibatkan perubahan cuaca ekstrem

- pembangunan sumur bor/sumur 

pompa dan pengelolaan lahan 

gambut pada wilayah yang rawan 

kebakaran hutan;

- pembuatan penampung/ pemanen/ 

peresapan air hujan untuk 

meningkatkan cadangan air 

permukaan/tanah;

- pembuatan kebun holtikultura 

Bersama;

- pembuatan talud dan bangunan 

pelindung abrasi pantai;

- pembuatan talud dan bangunan 

pelindung abrasi pantai.

Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam rangka 

Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam

Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan

melalui Pembangunan Sarana dan Prasana Desa

beberapa contoh kegiatan

a b c


